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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Board Manual merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam
mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam rangka
pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.
Board Manual ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga harus dikaji secara
berkala dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board Manual memuat garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Direksi
dan organ Komisaris serta proses hubungan organ Direksi dan organ Komisaris.
Selain itu Board Manual mengatur pelaksanaan hubungan kerja antar organ Komisaris
dan organ Direksi di lingkungan PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
Penyusunannya dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan serta Anggaran Dasar
PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

B. Maksud dan Tujuan
Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang
berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi
antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perseroan tersebut.
Uraian lebih lanjut maksud dan tujuan penyusunan Board Manual ialah :
1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing

individu;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni Transparancy, Independency, Accountability,

Responsibility dan Fairness .

C. Dasar Hukum
1. Undang-undang

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
2) Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah

1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero);
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2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER. 01/MBU/2011
Tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

3. Peraturan/Keputusan Menteri
1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik

Indonesia Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

2) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

3) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan
Rencana Jangka Panjang;

4) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2009 tentang Pedoman
Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT
PPA;

5) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
beserta dengan Perubahannya;

6) Peraturan Menteri BUMN Per-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

7) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ
Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

8) Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

4. Akta Notaris Ryan Bayu Candra, SH. MKn No. 98 tanggal 27 Oktober 2020 tentang
Pernyataan Keputusan Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari.

5. Ketentuan lainnya
1) Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan oleh

Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006;
2) Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan

Governance, Tahun 2004;
3) Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite

Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004.
4) Peraturan Direksi PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :

01/PD/I/DKB/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Pedoman Penerapan Good
Corporate Governance Di Lingkungan PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari
(Persero).
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D. Pengertian
1. Perseroan, adalah PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
2. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan

Direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS"), adalah Organ

Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan
perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdiri dari seorang
Direktur Utama sebagai pimpinan dengan beberapa Direktur sebagai anggota, dalam
batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

5. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas
pengawasan pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi, yang
terdiri dari beberapa Anggota Dewan Komisaris, dengan dikoordinasikan oleh
seorang Komisaris Utama.

6. Anggota Direksi, adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu.
7. Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk

kepada individu.
8. Laporan Tahunan, adalah laporan komprehensif yang dibuat merinci aktivitas

Perseroan sepanjang tahun sebelumnya dengan analisis manajemen atas posisi
keuangan saat ini dan rencana perusahaan ke depan.

9. Sekretaris Perusahaan, adalah pejabat yang mempunyai fungsi struktural dalam
organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi
dalam melaksanakan tugasnya

10. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah pejabat yang mempunyai fungsi untuk
memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan
tugas-tugas Dewan Komisaris.

11. Komite adalah organ yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris
untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, terdiri dari Komite Audit,
Komite Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

12. Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, adalah fungsi di lingkungan Perseroan
yang terdiri dari :
i. penyusunan kebijakan pengurusan Perusahaan,
ii. pengidentifikasian, penilaian dan mitigasi risiko atas kegiatan utama Perusahaan

(yang bersifatstrategis dan/atau melibatkan aspek finansial dengan nilai
tertentu), dan

iii. pemberian dukungan di bidang manajemen risiko dan kepatuhan dalam
pelaksanaan kegiatan utama Perseroan.

13. Satuan Pengawasan Internal, adalah satuan kerja di lingkungan Perseroan yang
bertugas melaksanakan kegiatan audit operasional dan audit/review dengan tujuan
tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi
hasil audit/review untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan
pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam
rangka mencapai tujuan Perseroan.
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E. Prinsip Dasar Mekanisme/Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan
Direksi
a. Saling Menghormati

1) Dewan Komisaris menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
dalam mengelola/mengurus Perseroan sesuai peraturan perundangan dan
Anggaran Dasar Perseroan;

1) Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat atas pengurusan Perseroan, baik kebijakan
pengurusan maupun pelaksanaannya terkait dengan Perseroan maupun usaha
Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan Anggaran Dasar.

b. Formal Kelembagaan
Setiap mekanisme/hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan
berdasarkan prosedur baku maupun korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh
masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat
dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan/keputusan.

c. Penyapaian Informasi yang tepat waktu, terukur dan lengkap
1) Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh

Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.
2) Dewan Komisaris berhak menerima informasi mengenai Perseroan secara tepat

waktu, terukur dan lengkap.

d. Kesepakatan atas pola mekanisme
Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara organ dibawah
Direksi dengan organ di bawah Dewan Komisaris.

F. Pendelegasian Wewenang
Pendelegasian wewenang telah diatur dalam UU tentang BUMN Nomor 19/2003 pasal 14.
Pendelegasian wewenang meliputi proses pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu
kepada pihak lain baik di dalam perseroan maupun di luar perseroan. Pihak yang
menerima wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan
pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi
wewenang, dengan tetap memperhatikan tatakelola perusahaan.
Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagai berikut :

a. RUPS
1. Pendelegasian wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris

harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.
2. Apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat menetapkan

pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
b. Komisaris

1. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada anggota
Dewan Komisaris lainnya ditentukan oleh Komisaris Utama.

2. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada komite
Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan surat keputusan
Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
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c. Direksi
1. Pendelegasian wewenang direksi kepada anggota direksi

lainnya ditentukan oleh Direktur Utama. Pendelegasian
wewenang direksi kepada anggota direksi lainnya ditentukan
oleh Direktur Utama.

2. Direksi membuat kebijakan mengenai pendelegasian
wewenang dan mensosialisasikannya ke seluruh karyawan.

3. Alur pendelegasian wewenang harus dipahami dan
dikomunikasikan kepada unit kerja/karyawan terkait

4. Setiap pendelegasian wewenang diawali dengan analisis
terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi
orang yang akan menerima pendelegasian wewenang

5. Pendelegasian meliputi tanggung jawab dan wewenang dan
tidak hanya difokuskan kepada hasil tetapi juga prosesnya.
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BAB II
DEWAN KOMISARIS

A. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umunya baik engenai perseroan maupun usaha Perseroan
yang dilakukan oleh DIreksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja
dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham, serta peraturan Peruncang-undangan yang berlaku, untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan
Perseroan;

2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan

yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh

Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan

Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar ;
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan

memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas

beban Perseroan jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka

waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal

yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan atau keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS dapat menunjuk 1 (satu) orang/lebih Komisaris Independen dan/atau 1 (satu)
orang Komisaris utusan berdasarkan anggaran dasar perseroan dengan ketentuan untuk
Komisaris Independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham,
anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong dan Pemegang Saham belum mengisi jabatan
anggota Direksi yang lowong tersebut, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang
anggota Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong
tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
Dewan Komisaris menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi
benturan kepentingan Perseroan dengan Kepentingan semua anggota Direksi.
Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris
berkewajiban:
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan ;
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2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi,
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ;

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran
kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai setiap masalah yang
dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi
serta menandatangani laporan tahunan;

7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;

8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP);

9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham
11. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau

keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun

buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian

nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar dan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Pembagian Kerja Komisaris
Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan
Komite Manjemen Risiko. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Dewan
Komisaris dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu
tertentu atas beban Perseroan. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris
diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat
dibantu oleh Sekretaris Komisaris yang diangkat oleh Komisaris atas beban Perseroan.

C. Rapat Komisaris
1) Pengertian

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Komisaris yang
berkenaan dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan. Segala
Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal Komisaris serta rapat koordinasi
Dewan Komisaris dengan Direksi.

2) Pelaksana Rapat Dewan Komisaris
a) Rapat Dewan Komisaris paling sedikit setiap bulan sekali.
b) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1

(satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas
permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa pemegang saham yang mewakili
sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara,
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
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c) Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris
Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama
dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d) Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang
dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/ dissenting opinion anggota Komisaris,
jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

e) Risalah rapat sebagaimana dimaksud diatas ditandatangani oleh ketua rapat dan
seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.

f) Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh
anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

D. Organ Pendukung Komisaris
a) Komite Audit

Komite Audit PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) adalah Komite yang
dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan
fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, terutama dalam masalah yang
berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kebijakan
akuntansi perusahaan, pengawasan internal, pemeriksaan oleh akuntan publik serta
sistem pelaporan keuangan dan informasi lainnya.
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Audit Committe Charter) yang dikeluarkan
pada tanggal 03 September 2008 dengan Nomor 42A/DK-DKB/2008, ini disusun agar
Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien,
transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga
dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
Komite Audit bertugas dan berfungsi :
1. Membantu Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern

dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan Satuan Pengawasan
Intern.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh eksternal
auditor dan Satuan Pengawasan Intern.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya.

4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala
informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan

5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta
tugas-tugas Komisaris lainnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Komite Audit
berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data dan informasi perusahaan dan
menghindari adanya benturan kepentingan.

b) Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam rangka
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, terutama dalam masalah yang
berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG),
identifikasi dan pengendalian risiko-risiko perusahaan serta kebijakan investasi
perusahaan.
Komite Manajemen Risiko bertugas:
1. Melakukan evaluasi atas perencanaan Perusahaan serta mengindentifikasi dan

menilai potensi risiko;
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2. Mengindentifikasi dan menilai potensi risiko-risiko yang berkaitan dengan operasi
perusahaan, antara lain : Risiko Operasional, Risiko Legal dan Keuangan, Risiko
Usaha, Risiko SDM, Risiko Asset dan Properti, Risiko Teknologi, Risiko Strategis,
Risiko K3 dan Lingkungan Hidup dan Risiko Reputasi pada semua unit kerja
perusahaan serta merancang dan memberikan rekomendasi tentang cara-cara
pengendalian risiko dimaksud;

3. Mengikuti dan mengevaluasi tahapan-tahapan proses manajemen risiko
perusahaan, yaitu identifikasi, pengukuran, penanganan, pemantauan evaluasi,
pelaporan dan pengungkapan risiko;

4. Melakukan kajian berkala atas efektifitas kebijakan investasi dan pengurusan
perusahaan dari aspek manajemen risiko sebagai bahan pendapat Dewan
Komisaris.

5. Memberikan rekomendasi tentang kebijakan dasar penerapan manajemen risiko
di perusahaan;

6. Menilai risiko atas proyek-proyek dan rencana investasi perusahaan, untuk
selanjutnya memberikan pendapat dan atau saran tentang proyek-proyek yang
layak/tidak layak untuk dilaksanakan;

7. Memberikan masukan dan rekomendasi atas laporan Direksi dalam pengurusan
perusahaan;

8. Membuat rencana kerja tahunan Komite Manajemen Risiko yang diselaraskan
dengan rencana kerja tahunan Direksi mengenai kebijakan pengelolaan
perusahaan, investasi dan risiko usaha perusahaan;

c) Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG dan standar
etika Perseroan dengan fungsi utama untuk pengawasan hal-hal yang terkait dengan
kebijakan remunerasi dan nominasi.
Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Pedoman dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, berisikan mengenai tanggungjawab dan tata tertib kerja yang
dengan jelas mendefinisikan tugas, tanggung jawab dan lingkup pekerjaan dalam
melaksanakan tugasnya secara transparan, kompeten, obyektif dan independen.
Tugas
1. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugasnya secara independen.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris.
Tanggung Jawab
1. Berkaitan dengan fungsi nominasi
a.menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris;
b.membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun
sebagai bahan evaluasi;

c.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program
pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

d.memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada RUPS.
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2. Berkaitan dengan fungsi remunerasi
a.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) struktur remunerasi;
b) kebijakan atas remunerasi;
c) besaran atas remunerasi;

b.membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian
remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris.

d) Sekretaris Komisaris
Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Komisaris guna membantu Komisaris
di bidang kegiatan kesekretariatan antara lain:
1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Komisaris;
2. Menyelenggarakan kegiatan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Komisaris
dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (stakeholder)
lainnya;

3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan komite-komite di
lingkungan Komisaris yang berkaitan dengan:
i. Memonitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan

Komisaris;
ii. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi

dalam mengelola Perseroan;
iii. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus

mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Komisaris sehubungan
dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

iv. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-komite di
lingkungan Komisaris untuk keperluan Komisaris.
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BAB III
DIREKSI

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
Tugas pokok Direksi adalah:
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Direksi berwenang untuk:
1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur Penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang

anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;

3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang
pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain,
untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja
yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;

5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai kepengurusan maupun

kepemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau
pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan
atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berkewajiban untuk :
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan Pengesahan Rapat Umum
Pemegang Saham;

3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana
Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham dan Risalah Rapat Direksi;

5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;

6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
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8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan
Tahunan.

9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;

11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Umum Pemegang
Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan
dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan
5) diatas dan dokumen Perseroan lainnya;

12. Menyimpan ditempat kedudukan perseroan berupa Daftar Pemegang Saham, Daftar
Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta
dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini;

13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau
Pemegang Saham;

15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta

anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Susunan dan Pembagian Kerja Direksi
a. Direktur Utama

a) Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, Visi, Misi dan strategi
perseroan.

b) Memimpin para anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi.
c) Mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal perseroan, kebijakan

perencanaan pengendalian, pencapaian sasaran Perseroan, peningkatan kultur,
citra dan tata kelola perseroan (GCG).

d) Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan
Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai usulan Direksi.

e) Mengesahkan semua Keputusan Direksi.
f) Mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan persetujuan

anggota direksi lainnya pada rapat Direksi.
g) Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas nama Direksi.
h) Menentukan Keputusan Direksi, apabila dalam voting pada rapat Direksi terdapat

jumlah suara yang sama banyak antara suara yang setuju dan tidak setuju.

b. Direktur Keuangan dan SDM
a) Memimpin dan mengendalikan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara
korporat mencakup kegiatan fungsi kontroler, manajemen risiko, perbendaharaan
dan pendanaan guna meningkatkan kinerja keuangan perseroan.

b) Memimpin pengelolaan kebijakan korporat terkait dengan organisasi, SDM serta
koordinasi transformasi perseroan sesuai strategi yang ditetapkan Direksi.

c) Memimpin dan mengarahkan penyusunan kebijakan-kebijakan korporat sesuai
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perencanaan strategis korporasi.
d) Memimpin dan mengarahkan kegiatan transformasi dan reorganisasi perseroan
dan pembinaan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Melaksanakan dan mengendalikan seluruh kebijakan keuangan sesuai Keputusan
Direksi serta melaksanakan efesiensi dan efektifitas fungsi-fungsi keuangan.

f) Mengkoordinasikan RKAP serta pengendalian Akuntansi atas biaya-biaya
pendapatan dan keuntungan serta tingkat investasi secara korporat.

g) Mengkonsolidasi, mengendalikan dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan
arus kas perusahaan berdasarkan RKAP dalam rangka usaha peningkatan
efisiensi.

h) Mengarahkan dan membina pengelolaan keuangan perusahaan meliputi kebijakan
anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, investasi dan pendanaan.

i) Mengelola portofolio investasi keuangan dan keputusan finansial untuk
tercapainya tujuan perusahaan.

j) Meninjau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur keuangan, organisasi dan
SDM, secara periodik sesuai kondisi terkini.

c. Direktur Operasional dan Teknik
a) Memimpin dan mengelola perencanaan aplikasi desain dan engineering bagi

kegiatan usaha perusahaan yaitu bangunan kapal/non kapal, pemeliharaan dan
perbaikan kapal/ non kapal serta pekerjaan offshore/ onshore.

b) Memimpin dan mengarahkan kegiatan stategis operasional dan pemeliharaan
sarana fasilitas galangan-galangan Perusahaan.

c) Mengarahkan strategi perusahaan dan pengendalian perusahaan terkait
pembangunan kapal/non kapal serta pemeliharaan dan perbaikan kapal/non
kapal.

d) Memimpin dan mengelola langkah-langkah pemasaran produk usaha perseroan
serta mendapatkan order pekerjaan dari pelanggan / owner kapal/ mitra usaha
dengan mengutamakan pangsa pasar, harga yang bersaing, mutu produk/jasa,
komunikasi efektif serta modernisasi dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan
pasar.
Memimpin dan mengelola kebijakan perencanaan dan pengembangan bisnis
perusahaan yang stategis, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi target
capaian perusahaan

e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan lingkup kegiatan perseroan yang meliputi
desain engineering, pembangunan kapal & harkan kapal, perencanaan dan
pengembangan bisnis perusahaan, pemasaran serta operasional dan
pemeliharaan sarana fasilitas galangan.

C. Rapat Direksi
Rapat Direksi adalah Rapat yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan Perseroan.
Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi. Keputusan dapat pula diambil di
luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.
1) Penyelenggaraan Rapat Rutin Direksi dilakukan setiap Minggu dan dijadwalkan setiap

hari Selasa. Rapat Direksi juga dapat dilakukan setiap waktu apabila :
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau
c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.

2) Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak
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mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan
mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3) Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir
dalam rapat.

4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang
sah.

D. Risalah Rapat Direksi
Sekretaris Perusahaan menyiapkan Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah
mengenai keputusan-keputusan yang diambil Rapat Direksi yang bersangkutan, baik
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah
dalam Rapat Direksi.
Selain memuat proses berjalannya rapat, risalah rapat seyogyanya memuat pendapat
yang disampaikan oleh anggota Direksi. Termasuk pendapat yang berbeda (dissenting
opinion) harus dimuat dalam risalah tersebut.

E. Organ Pendukung
a. Sekretaris Perusahaan

1) Melaksanakan peran sebagai penghubung atau contact person antara Direksi,
Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah/Instansi terkait, masyarakat dan
stakeholders lainnya.

2) Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi,
dan Perseroan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan
menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan persero yang antara lain meliputi
dokumen RUPS, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Gabungan, Daftar Khusus
dan dokumen lain-lain.

3) Melaksanakan strategi komunikasi multi media termasuk koordinasi penerbitan
Laporan Tahunan, Company Profile dan brosur-brosur yang bersifat korporat.

4) Menghimpun semua informasi penting yang menyangkut perusahaan dari setiap
unit kerja serta menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang
dapat disampaikan kepada stakeholders.

5) Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak diluar Perseroan dan
atau didalam Perseroan sesuai dengan Penugasan yang diberikan serta
kebijakan yang telah ditentukan.

6) Mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan praktik-praktik GCG dan
memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah mencantumkan
penerapan GCG.

b. Satuan Pengawas Intern (SPI)
1) Membuat dan melaksanakan strategi, kebijakan serta rencana kegiatan

pengawasan.
2) Melaksanakan audit operasional dan kepatuhan pada seluruh aktifitas

perusahaan guna meningkatkan efektifitas pengendalian intern, pengelolaan
resiko dan proses GCG.

3) Melakukan audit khusus untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi
terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan
kecurangan.

4) Memberikan konsultansi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya
peningkatan efektifitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi dan kegiatan
lainnya yang terkait untuk meningkatkan kinerja Perseroan.
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F. Tata Laksana Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi
a. Pertemuan Formal

Pertemuan formal adalah Rapat Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan
oleh masing-masing organ. Pertemuan formal tersebut diselenggarakan atas
undangan Dewan Komisaris atau Direksi.
1) Kehadiran DIreksi Dalam Rapat Komisaris

Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau salah satu anggota Direksi
dalam Rapat Dewan Komisaris untuk menjelaskan sesuatu hal, memberikan
masukan atau melakukan diskusi.
Tatacara:
1. Dewan Komisaris mengirim undangan Rapat Komisaris kepada Direksi, dapat

berupa surat/memorandum atau facsimile dengan melampirkan materi
rapat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

2. Direksi, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Direksi atau
anggota-anggota Direksi yang akan menghadiri Rapat dan memberikan
konfirmasi kepada Komisaris, sekurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat
dimulai.

3. Sekretaris Komisaris membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada
peserta rapat. Kehadiran Komisaris Dalam Rapat Direksi.

b. Kehadiran Komisaris Dalam Rapat Direksi
Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris atau salah satu anggota Komisaris
dalam Rapat Direksi untuk menjelaskan atau melakukan diskusi terhadap suatu
permasalahan sebagai bahan bagi Direksi untuk menjalankan fungsinya.
Tata cara:
1. Direksi mengirim undangan rapat Direksi kepada Dewan Komisaris dengan

melampirkan materi rapat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat
dilaksanakan.

2. Dewan Komisaris berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Komisaris
atau anggota-anggota Komisaris yang akan menghadiri rapat dan memberikan
konfirmasi kepada Direksi, sekurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat
dimulai.

3. Sekretaris Perseroan membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada
peserta rapat.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi juga dimungkinkan atas permintaan
Dewan Komisaris atau salah satu anggota Komisaris untuk hadir dalam rapat Direksi
guna memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
Tatacara:
1. Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk hadir dalam Rapat Direksi.
2. Direksi melaksanakan rapat Direksi yang dihadiri Komisaris.
3. Sekretaris Perseroan membuat risalah rapat dan mendistribusikannya kepada

peserta rapat.

c. Penyelenggaraan Rapat Gabungan Komisaris-Direksi
1. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris diselenggarakan minimal satu kali

setiap bulan.
2. Rapat Gabungan hanya boleh dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Rapat Gabungan dapat dilakukan atas undangan Direksi atau Dewan Komisaris.
4. Dalam setiap rapat Gabungan dibuat risalah rapat dan didistribusikan kepada

peserta rapat.
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d. Risalah Rapat
Risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat oleh pihak yang
menyelenggarakan rapat (Sekretaris Dewan Komisaris atau Sekretaris Perusahaan).
Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang
diambil Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan, baik untuk
para anggota Komisaris, Direksi maupun untuk pihak ketiga. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil sah dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
Selain memuat proses berjalannya rapat, risalah rapat seyogyanya memuat pendapat
yang disampaikan oleh anggota Komkisaris dan Direksi. Termasuk pendapat yang
berbeda (dissenting opinion) harus dimuat dalam risalah tersebut.

e. Program Pengenalan Perseroan Kepada Pejabat Baru Pada Organ
Perseroan
Program pengenalan perseroan kepada pejabat baru pada organ perseroan
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pejabat baru pada organ perseroan
terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam perseroan sehingga pejabat baru Perseroan
mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perseroan baik secara organisasi
maupun operasional.
Program pengenalan perseroan kepada pejabat baru, baik di jajaran Direksi maupun
Komisaris menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama
berhalangan atau pejabat baru tersebut adalah Direktur Utama, maka program
pengenalan perseroan menjadi tanggung jawab Komisaris Utama.
Materi yang diperkenalkan kepada Pejabat Baru setidaknya meliputi:
1) Pengenalan Operasi Perusahaan
2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan
3) Aspek GCG di Perusahaan

G. Pertemuan Informal
Pertemuan informal adalah pertemuan anggota Komisaris dan anggota Direksi di luar
forum rapat- rapat formal. Pertemuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota atau
anggota-anggota dari organ lainnya, atau anggota kedua organ secara lengkap, untuk
membicarakan atau mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal.
Sesuai sifatnya yang informal, pertemuan bukan untuk menghasilkan keputusan,
melainkan untuk menyelaraskan pendapat melalui pengungkapan pandangan secara
informal, serta mengupayakan kesamaan pandangan/pemahaman yang tidak mempunyai
kekuatan mengikat bagi kedua pihak.

H. Komunikasi Formal
Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antar organ yang berkaitan dengan
pemenuhan ketentuan formal seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan atau kelaziman
berdasarkan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam perusahaan, berupa
penyampaian laporan dan atau pertukaran data, informasi dan analisis pendukungnya.
a. Pelaporan Berkala
Maksud:
Pelaporan berkala adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris,
yang memuat pelaksanaan RKAP dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya
disampaikan kepada Pemegang Saham. Laporan berkala yang disampaikan ini terdiri
dari Laporan realisasi RKAP Triwulanan dan Laporan realisasi RKAP Tahunan.

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana



Board Manual - PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 18

kerja dan anggaran perusahaan
2. Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 diatas meliputi Laporan

Triwulanan dan Laporan Tahunan
3. Selain Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, Direksi

sewaktu waktu dapat pula memberikan Laporan khusus kepada Dewan Komisaris,
Pemegang Saham, dan atau Rapat Umum Pemegang Saham

4. Pelaporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud butir 1 dan 3 diatas,
disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan
ketentuan peraturan dan perundang undangan

5. Direksi wajib menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan
atau Pemegang Saham paling lambat 30 hari setelah berakhirnya periode
triwulanan tersebut

6. Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud butir 5 diatas ditandatangani oleh
semua anggota Direksi

7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Triwulanan
sebagaimana dimaksud pada butir 6 diatas maka harus disebutkan alasannya
secara tertulis.

b. Pelaporan Khusus
Maksud:
Pelaporan khusus adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Komisaris, di luar
penyampaian laporan berkala Triwulanan dan Tahunan, atas permintaan Komisaris
atau inisiatif Direksi, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Perusahaan.

Tatacara:
1. Permintaan laporan khusus dikirim secara tertulis oleh Komisaris kepada Direksi,

dengan menyebutkan pokok permasalahan yang ingin dilaporkan serta waktu
penyampaian yang diharapkan.

2. Berdasarkan kajian atas cakupan permasalahan, Direksi memberikan perkiraan
waktu penyampaian laporan yang diminta Komisaris, dan sesuai dengan waktu
yang disepakati tersebut Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris.

3. Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Direksi dapat disampaikan setiap waktu
kepada Komisaris, dengan menyatakan diperlukan atau tidak diperlukannya
tanggapan dari Komisaris.

4. Atas laporan yang diterimanya, Komisaris dapat meminta penjelasan tambahan
dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu, dan Direksi dapat
memutakhirkan laporan tersebut jika dianggap perlu.

c. Surat-Menyurat/Penanganan Memorandum
Maksud:
Surat-menyurat/Penanganan Memorandum adalah korespondensi antar organ yang
formal, berkenaan dengan pelaksanaan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi
masing-masing organ. Surat/memorandum dapat bersifat penyampaian informasi,
permintaan pendapat dan nasihat, permintaan tanggapan tertulis yang khusus dan
permintaan persetujuan dari Direksi kepada Komisaris.
Demikian pula sebaliknya dari Dewan Komisaris, merupakan penyampaian informasi,
tanggapan pendapat dan nasehat, tanggapan tertulis yang khusus, dan pernyataan
persetujuan terhadap permintaan Direksi.

Tatacara:
1. Surat-menyurat/penanganan memorandum dapat dilakukan dengan naskah

tertulis (hard-copy), atau pemanfaatan surat elektronik (e-mail).
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2. Sekretaris Perseroan dan Sekretaris Komisaris melakukan pemantauan dan
mengingatkan dalam hal terjadinya penyimpangan tata waktu penanganan.

3. Untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan dokumen, dilakukan upaya
pencegahan dan penangkalan, pendeteksian dan langkah korektif oleh unit fungsi
terkait, dengan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi keberadaan naskah
tertulis.

Upaya tersebut dilakukan dengan konversi segera naskah tertulis kedalam rekaman
elektronik (misalnya dengan penggunaan scanner), pengamanan
fisik, penyimpanan naskah, pengamanan infrastruktur (server, terminal kerja, jejaring)
serta penetapan pembagian hak-akses.

I. Komunikasi Informal
Komunikasi informal adalah komunikasi antar organ Direksi dan Komisaris, antara
anggota dan anggota-anggota organ satu dengan yang lainnya, di luar dari ketentuan
komunikasi formal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selain menggunakan surat/nota pribadi secara tertulis (hard-copy), komunikasi informal
didukung oleh implementasi e-office, antara lain berupa:
- E-mail pribadi
- Group-Chatting
- Knowledge Management Systems.
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BAB IV
KEGIATAN ANTAR ORGAN PERSEROAN

A. Penyelenggaraan RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham
yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan
Komisaris, Direksi atau Pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah
seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting atas hal-hal yang
kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 24 Ayat 1 disebutkan bahwa apabila dalam
Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham di pimpin
oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir.
Penyelenggaraan RUPS terdiri dari:
1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap tahun
untuk pengesahan RKAP dan Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi.

2. RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu
oleh Direksi dan atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham

Tujuan penyelenggaraan RUPS ini agar Direksi dapat melaksanakan suatu perbuatan
dalam pengelolaan Perseroan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan
Komisaris atau hal penting lain yang menyangkut kinerja Perseroan.

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah
diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

a. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan
RUPS diselenggarakan oleh Direksi yang dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan
Pemegang Saham untuk membahas dan meminta pengesahan RKAP yang telah
disusun oleh Direksi.
Tatacara:
1. Direksi melakukan konsolidasi usulan RKAP melalui Rapat Direksi dan

mengirimkan hasilnya kepada Komisaris.
2. Komisaris memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan usulan RKAP dan

mengirimkannya kepada Direksi, paling lambat tanggal 25 Oktober setelah
menerima usulan RKAP.

3. Direksi menyampaikan usulan RKAP yang telah ditandatangi Direksi dan Dewan
Komisaris kepada Pemegang Saham, paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum
memasuki tahun anggaran Baru.

4. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS untuk pengesahan RKAP,
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum pelaksanaan RUPS.

5. Direksi menyelenggarakan RUPS sebelum tanggal 31 Januari.
6. Komisaris memberikan pendapat dan saran atas usulan RKAP kepada RUPS.
7. RUPS memberikan keputusan terhadap RKAP yang diajukan.
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b. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka Pengesahan Laporan
Keuangan
RUPS diselenggarakan oleh Direksi dan dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan
Pemegang Saham untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan.
Tujuan penyelenggaraan RUPS adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja
Direksi pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan RKAP yang berlaku serta
memberikan pembebasan dan pelepasan tanggungjawab (et aquit de charge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan
tersebut ternyata dalam Laporan tahunan termasuk Laporan Keuangan serta sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Penyusunan Laporan Tahunan dilakukan dalam rangka memberikan gambaran dan
mempertanggungjawabkan tentang jalannya kegiatan Perseroan selama satu tahun
untuk disahkan oleh RUPS dan publikasi kepada Stakeholder lainnya.

Tatacara :
1. Direksi menyiapkan draft Laporan Tahunan pada tahun berikutnya di periode

Januari - Maret.
2. Direksi mengirimkan draft Laporan Tahunan kepada Komisaris paling lambat

bulan Maret.
3. Komisaris melakukan kajian atas draft Laporan Tahunan dan bila dipandang perlu

memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan.
4. Komisaris mengirimkan masukan/nasehat untuk perbaikan Laporan Tahunan

kepada Direksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.
5. Komisaris dan Direksi menyelenggarakan Rapat Gabungan.
6. Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan yang diajukan kepada

RUPS.
7. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan paling lambat

14 hari kalender sebelum RUPS.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat bulan Juni.
9. RUPS memberikan putusan terhadap Laporan Tahunan yang diajukan.

c. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka Pengesahan RJPP
Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RJPP termasuk
rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan
kegiatan Perseroan serta menyampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham
untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS ini diselenggarakan oleh Direksi yang dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan
Pemegang Saham untuk membahas dan meminta pengesahan RJPP yang telah
disusun oleh Direksi.
RJPP sebagai acuan bagi Direksi dalam menyelenggarakan Perseroan dalam kurun
waktu lima tahun mendatang.

Tatacara :
1. Direksi menyiapkan draft RJPP, paling lambat akhir Maret.
2. Direksi mengirimkan draft RJPP kepada Komisaris.
3. Komisaris melakukan kajian atas draft RJPP dan bila dipandang perlu, memberikan
masukan/nasehat untuk perbaikan.

4. Komisaris mengirimkan masukan/nasehat untuk perbaikan RJPP kepada Direksi.
5. Komisaris dan Direksi menyelenggarakan Rapat Gabungan.
6. Komisaris dan Direksi menandatangani RJPP untuk diajukan kepada RUPS.
7. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS tahunan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS.
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8. RUPS memberikan putusan terhadap RJPP yang diajukan.

d. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Dalam Rangka Menyetujui Perbuatan
Hukum Direksi
Tujuan penyelenggaraan RUPS agar Direksi dapat melaksanakan suatu perbuatan
hukum dalam pengelolaan perseroan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada
Direksi dan Komisaris atau hal yang penting lain yang menyangkut kinerja perseroan.
Dalam mengajukan ke RUPS, usulan pelaksanaan perbuatan hukum Direksi disertai
tanggapan tertulis dari Komisaris.
Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan Persetujuan RUPS Luar Biasa adalah
untuk kegiatan-kegiatan usaha dibawah ini :
1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
3. Mendirikan anak perusahaan dan atau perusahaan patungan.
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan atau perusahaan

patungan.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan

pembubaran anak perusahaan dan atau perusahaan patungan.
6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg atau Avalist).
7. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama

lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO),
Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build
Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan
kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Anggaran Dasar.

8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap

bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri umumnya
sampai dengan 5 (lima) tahun.

10. Menetapkan Blue Print organisasi perseroan.
11. Menetapkan dan merubah logo perusahaan.
12. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat 8 Anggaran Dasar yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

13. Membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi
perseroan.

14. Pembebanan biaya perseroan untuk kegiatan yayasan, organisasi dan atau
perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
Perseroan.

15. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang
memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis
yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Komisaris
Dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang kewenangannya tidak sepenuhnya
diserahkan kepada Direksi, Direksi harus memperoleh persetujuan dari Komisaris
sebelumnya.
Adapun perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris adalah :

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama
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lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama Operasi (KSO), Bangun
Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own
Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama
lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.

3. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman
(utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang
diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada
Anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam

industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

C. Kewenangan Komisaris
Dalam meaksanakan tugasnya Komisarias mempunyai keweangan untuk memberikan
keputusan sebagai berikut:
a. Memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan Direksi sesuai batasan

yang ditetapan dalam Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang
Saham
Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas
tindakan tindakan Direksi dalam batasan batasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Penunjukan Direksi atau seseorang untuk mewakili Perseroan apabila
terjadi jabatan anggota Direksi lowong
Apabila oleh suatu sebab jabatan Direksi lowong, Dewan Komisaris mempunyai
kewenangan untuk menunjuk salah satu anggota Direksi untuk sementara
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan
dan kewenangan yang sama sampai dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang
Saham untuk menetapkan Direksi definitif.
Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan Direksi Perseroan
lowong maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris sampai
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan Direksi definitif.

c. Pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi
Dewan Komisaris mempunyai kewenangan memberhentikan untuk sementara waktu
seorang atau lebih anggota Direksi apabila mereka bertindak bertentangan dengan
anggaran dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian perseroan atau
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perseroan
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar.

d. Menunjuk Pihak Lain untuk Mewakili Perusahaan Dalam Hal Terjadi
Benturan Kepentingan Perseroan dengan Kepentingan Semua Anggota
Direksi
Dalam hal terjadi benturan kepentingan Perseroan dengan seluruh anggota Direksi
maka Dewan Komisaris berwenang bertindak mewakili Perseroan
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BAB V
KOMITMEN BEBAS GRATIFIKASI, FRAUD DAN KKN

Direksi dan Dewan Komisaris menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjalankan aktivitas
bisnis dan pekerjaan haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Kebijakan Perseroan melarang Komisaris dan Direksi melakukan tindakan dan transaksi yang
bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG, seperti:

1. Komisaris dan Direksi wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di
Republik Indonesia.

2. Komisaris dan Direksi dilarang menerima manfaat materi atas kekuasaan, jabatan, fungsi
dan tugas baik secara langsung maupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran
atau penerimaan suap.

3. Komisaris dan Direksi harus menghindari benturan kepentingan antara kepentingan
perusahaan dan pribadi atau golongan.

4. Komisaris dan Direksi harus menjalankan tugas dan perusahaan secara sehat,
menghindari persaingan yang melebihi, tidak sehat/tidak fair dan menyimpang dalam
meraih laba.

5. Mendapatkan informasi-informasi dengan cara yang sah serta mempergunakan dan
menyimpannya sesuai prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antara 2 (dua) organ
Perseroan, diharapkan kegiatan usaha perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan
berlandaskan prinsip-prinsip GCG dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan yang
telah ditetapkan.
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